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1.

LEMBAGA PEMERINGKAT DAN PERINGKAT YANG

DIAKUI OTORITAS JASA KEUANGAN
(Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/SEQJK.03/2016,
tanggal 8 September 2016)

Direksi Bank Umum Konvensional; dan
2. Direksi Bank Umum Syariah,
di tempat.

Sehubungan dengan peraturan-peraturan

yang terkait dengan penggunaan peringkat dari suatu
eksposur yang dimiliki Bank, perlu diatur ketentuan
pelaksanaan mengenai lembaga pemeringkat dan per-
ingkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan dalam Su-
rat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:
KETENTUAN UMUM

1.

Pengaturan mengenai lembaga pemering-
kat dan peringkat yang diakui Otoritas Jasa
Keuangan dilakukan antara lain dengan me-
nyempurnakan cakupan penilaian, termasuk
parameter dalam kriteria penilaian, yang digu-
nakan Otoritas Jasa Keuangan dalam melaku-
kan penilaian terhadap lembaga pemeringkat,

. Lembaga pemeringkat merupakan salah satu

elemen penting yangberperan dalam men-
dukung operasional suatu sistem keuangan,
antara lain untuk membantu terciptanya
transparansi pasar keuangan dan mendorong
investasi yang efisien yang dapat mendukung

"~ percepatan pertumbuhan ekonomi.

Dalam kegiatan usaha perbankan, penetapan

_peringkat oleh lembaga pemeringkat terhadap

eksposur yang dimiliki oleh Bank merupakan
salah satu alat bantu bagi Bank dalam penge-
lolaan risiko.

Lembaga pemeringkat yang dapat diakui
oleh QOtoritas Jasa Keuangan adalah lembaga
pemeringkat yang memenuhi penilaianseb-
agaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas
Jasa Keuangan ini,

Peringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan

merupakan peringkat yang diterbitkan oleh.

lembaga pemeringkat yang diakui Otoritas
Jasa Keuangan.

Oteritas Jasa Keuangan melakukan pengkin-
ian terhadap daftar lembaga pemeringkat dan
peringkat yang diakui Otaritas Jasa Keuangan

berdasarkan hasil penilaian dan pemantauan
terhadap lembaga pemeringkat dimaksud ber-
dasarkan standar internasional yang berlaku.

PENILAIAN LEMBAGA PEMERINGKAT
A. Prinsip Umum

Prinsip umum dalam melakukan penilaian ter-

hadap lembaga pemeringkat antara lain:

1. penilaian yang dilakukan tidak mengham-
bat perkembangan industri pemeringkatan,
dapat menstimulasi kompetisi yang sehat,
dan mendorong terciptanya disiplin pasar
{market discipline);

2. penilaian ditujukan untuk mendorong agar
lembaga pemeringkat menghasilkan per-
ingkat yang dapat diandalkan; dan

3. penilaian dilakukan dengan mengacu pada
standar dan praktek internasional yang se-
hat untuk mendukung terciptanya konsis-
tensi diantara regulator lainnya, khususnya
dalam melakukan penilaian dan pengakuan
terhadap lembaga pemeringkat yang ber-
skala regional maupun internasional.

. Cakupan Penilaian

Penilaian terhadap lembaga pemeringkat di-

lakukan berdasarkan pemenuhan atas kriteria

penilaian serta media publikasi dan cakupan
pengungkapan, sebagai berikut:

1. Kriteria yang menjadi acuan datam melaku-
'kan penilaian terhadap iembaga pemering-
kat adalah:

a. Independensi

Kriteria ini diguna\kan untuk menilai
tingkat independensi atau kebebasan
lembaga pemeringkat dari segala ben-
tuk kepentingan, seperti kepentingan
ekonomi, sosial dan/atau politik, baik
secara langsung maupun tidak langsung
terhadap hasil pemeringkatan vyang
diterbitkan. Parameter yang digunakan
" untuk mengukur kriteria independensi
adalah:

1) independensi kedudukan dan kondisi
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lembaga pemeringkat, dalam hal ini
lembaga pemeringkat tidak berada di
bawah tekanan ekonomi, sosial dan/
atau politik yang dapat mempenga-
ruhi proses dan hasil pemeringkatan;
independensi kegiatan usaha, dalam
hal ini lembaga pemeringkat berop-
erasi sebagai badan usaha yang berdiri
sendiri dan terpfsah dari kegiatan usaha
lannya yang tidak berkaitan dengan
penyediaan jasa pemeringkatan;
independensi prosedur pemeringka-
tan, dalam hal ini lembaga pemering-
kat memiliki prosedur pemeringkatan
yang dapat menjaga independensi
dari benturan kepentingan dengan
pihak yang diperingkat, yang dapat
timbul antara lain karena pihak yang
diperingkat dikenakan biaya pemer-
ingkatan;
independensi kontrak perjanjian pemer-
ingkatan, dalam hal ini lembaga pemer-
ingkat mempertahankan independensi
dalam setiap kontrak perjanjian pemer-
ingkatan. Independensi harus diperhati-
kan terutama apabila lembaga pemer-
ingkat melakukan kegiatan usaha
lainnya yang berkaitan dengan penye-
diaan jasa pemeringkatan kepada pihak
yang diperingkat; dan

5) independensi  kegiatan operasional,

_dalam hal ini lembaga pemeringkat
memiliki kebijakan, pengamanan op-
erasional, dan code of conduct yang
dapat menjamin independensi kegiatan
operasional lembaga pemeringkat.

. Obyektivitas
Kriteria ini digunakan untuk menilai
tingkat obyektivitas dan efektivitas dari
prosedur dan metodoiogi yang digunak-
an dan dikembangkan, kewajaran dan
konsistensi dari kriteria pemeringkatan,
serta obyektivitas proses penetapan
peringkat. Parameter yang digunakan
untuk mengukur kriteria obyektivitas
adalah:

1) obyektivitas prosedur pemeringka-
tan, dalam hal ini lembaga pemering-
kat memiliki prosedur pemeringkatan
yang sistematis yang mengacu pada

2

3

—

4

Rusingss News BR0RHZ10-3085

PERATURAN PEMERINTAH R T =

standar internasional dan dirancang

untuk menghasilkan peringkat yang

dapat diandalkan;

obyektivitas metodologi pemeringka-

tan, dalam hal ini lembaga pemering-

kat memiliki metodologi pemeringka-
tan bagi setiap segmen pasar yang
dapat diandalkan, sistematis, memper-
hitungkan seluruh eksposur risiko dari
pihak yang diperingkat, dan melalui
tahapan penguijian fbacktesting) serta
validasi berdasarkan pengalaman his-
toris paling sedikit 1 (satu) tahun tera-
khir, namun diutamakan mencakup
periode 3 {tiga) tahun terakhir;
obyektivitas proses penetapan per- |
ingkat, dalam hal ini lembaga pemer-
ingkat memiliki komite pemeringkat
frating commitfee) untuk memasti-
kan tercapainya obyektivitas, kewa-
jaran serta analisis yang menyeluruh
dalam proses penetapan peringkat;
obyektivitas hasil pemeringkatan,
antara lain dinilai dari faktor-faktor:

(a) lembaga pemeringkat mengung-

kapkan seluruh faktor vyang
mempengaruhi hasil pemeringka-
tan dan memiliki keberanian un-
tuk menerbitkan suatu peringkat
'vang tidak populer atau tidak se-
jalan dengan ekspektasi umum;

(b) lembaga pemeringkat memperha-

tikan batasan (system boundary}
yang telah ditetapkan. Sebagai
contoh untuk pemeringkatan pe-
rusahaan, lembaga pemeringkat
antara lain harus memperhatikan
seluruh sektor usaha dari perusa-
haan yang terkait dengan pihak
yang diperingkat; dan

(c) lembaga pemeringkat memper-

hatikan isu-isu dan peraturan
di suatu negara secara spesifik
vang berkaitan dengan pelaksa-
naan pemeringkatan;

5) obyektivitas standar pemeringkatan,
antara lain dinilai dari faktor-faktor:
{a) lembaga pemeringkat meng-

gunakan standarminimum yang
diakui secara internasional dalam

2

—

3

—

4
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" melakukan pemeringkatan, ter-
masuk pemeringkatan terhadap
bidang baru; dan ,

(b) memiliki kebijakan mengenai
pemeringkatan yang dilakukan

. atas inisiatif lembaga pemering-
kat {unsolicited rating); dan

6} kaji ulang freview/ oleh lembaga
pemeringkat secara berkala terha-
dap praktik, prosedur, kriteria, dan
metodologi pemeringkatan paling
sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu}
tahun untuk memastikan kualitas,
konsistensi, dan obyektivitas hasil
pemeringkatan. Kaji ulang dilakukan
olelt unit atau pejabat yang memiliki
kompetensi dan tidak terlibat dalam
proses pemeringkatan.

¢. Pengungkapan Publik (Disclesure} Kri-

teria ini digunakan untuk menilai pen-
gungkapan segala sesuatu me‘ngenéi
lembaga pemeringkat sehingga me-
mungkinkan publik maupun otoritas
yang berwenang melakukan penilaian
terhadap independensi, obyektivitas,
kapabilitas, dan operasional lembaga
pemeringkat serta pemenuhan terha-
dap ketentuan yang beriaku. Parameter
yang digunakan untuk mengdkur krite-
ria pengungkapan publik adalah: ‘

1} kemudahan akses bagi publik, dalam
hal ini lembaga pemeringkat menye-
diakan kemudahan akses bagi publik
agar tercipta pemahaman yang lebih
baik terhadap lembaga pemeringkat,
proses pemeringkatan, dan segala
sesuatu yang berkaitan dengan lem-
baga pemeringkat;

2) pengungkapan informasi yang terkait
dengan proses, kriteria, metodolo-
gi pemeringkatan, rentang wakitu
pemeringkatan, definisi dari masing-
masing peringkat, dan transisi hasil
pemeringkatan, termasuk penye-
suaian yang dilakukan, serta data de-
fault rate terkini untuk tiap kategori
pemeringkatan termasuk definisi,
yang mengacu pada standar interna-
sional serta best practices, baik yang
bersifat kualitatif maupun kuantitatif
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yang memungkinkan publik meléku—
kan perbandingan;

3) pengungkapan benturan kepentin- |

gan, dalam hal ini lembaga pemer-
ingkat mengungkapkan kebijakan,
prosedur, dan aktivitas, yang berkai-
tan dengan benturan kepentingan;

4) pengungkapan perubahan internal,
dalam hal ini lembaga pemeringkat
mengungkapkan perubahan internal
yang signijfikan yang dapat mempen-
garuhi kemampuan fembaga pemer-
ingkat untuk menerbitkan peringkat

" yang dapat diandalkan;

5) pengungkapan informasi mengenai
kode etik dan kompensasi dengan pi-
hak yang diperingkat; dan

6) prosedur pengungkapan, dalam hal
ini lembaga pemeringkat memiliki
prosedur yang sistematis mengenai
pengungkapan sebagaimana pada
angka 2) sampai dengan angka 5).

. Transparansi Pemeringkatan

Kriteria ini digunakan untuk menilai
keterbukaan lembaga pemeringkat ke-

. pada publik atas seluruh informasi yang

terkait dengan hasil pemeringkatan,

termasuk asumsi dan latar belakang

penerbitan hasil pemeringkatan. Param-
eter yang digunakan untuk mengukur
kriteria transparansi adalah:

1) transparansi hasil pemeringkatan,
dalam hal ini lembaga pemering-
kat mempublikasikan seluruh hasil
pemeringkatan setelah mendapat
persetujuan pihak yang diperingkat
sehingga dapat diakses secara tidak
terbatas dan tanpa biaya oleh setiap
pihak, baik pemeringkatan yang di-
lakukan atas inisiatif pihak yang di-
neringkat fsolicited rating/ maupun
atas inisiatif lembaga pemeringkat
funsolicited rating). Lembaga pemer-
ingkat tidak diperbolehkan memberi-
kan lebih dahulu hak akses atas in-
formasi hasil pemeringkatan kepada
pihak yang dapat mengakses hasil
pemeringkatan;

2) transparansi hasil pemantauan
peringkat, dalam hal ini lembaga
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pemeringkat mempublikasikan hasil
pemantauan dan penyesuaian per-
ingkat (jika ada} melalui penetapan
watch list, serta pencantuman peri-
ode terakhir pelaksanaan pengkajian
secara menyeluruh;

3) transparansi faktor-faktor yang mem-

pengaruhi pemeringkatan, dalam hal
ini lembaga pemeringkat mempub-
likasikan ‘latar belakang pemikiran

~ termasuk faktor-faktor kritikal dalam

analisis dan pengambilan keputusan
untuk setiap hasil pemeringkatan,
hasil pemantauan, dan penyesuaian

-peringkat sebagaimana pada angka

1) dan angka 2}, dengan tetap ber-
pegang pada prinsip kerahasiaan in-
formasi;

4) transparansi proses, kriteria, met-

5

—

odologi pemeringkatan terkait ha-

sil pemeringkatan, rentang waktu.

pemeringkatan, definisi dari masing-

masing peringkat, dan transisi hasil

pemeringkatan, termasuk penye-
suaian yang dilakukan, serta data de-
fault rate terkini.untuk tiap kategori
pemeringkatan termasuk definisi,
dalam hal ini lembaga pemeringkat
mempublikasikan hal-hal dimaksud
yang digunakan dalam menghasilkan
suatu peringkat, Publikasi mencakup
pula hal-hal yang bersifat struktural
seperti metodologi yang digunakan
untuk mengevaluasi risiko-risiko ma-
terial yang terkandung dalam berb-
agai instrumen keuangan dan indus-
tri tertentu serta asumsi, ekspektasi,
dan argumentasi yang mendasari
analisis hasil pemeringkatan; dan
transparansi metode analisa dalam
proses pemeringkatan, dalam hal ini
lembaga pemeringkat mengungkapkan
metode analisa yang digunakan dalam
proses pemeringkatan antara lain:

(a) analisa statistik atas informasi

" yang dipublikasikan;

{b) analisa statistik atas informasi
yang dipublikasikan yang dikon-
firmasikan melalui diskusi antara
lembaga pemeringkat dan pihak
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yang diperingkat; dan/atau

(c) analisa atas informasi yang di-
publikasikan dan informasi yang
tidak .dipublikasikan, yang di-
peroleh dari hasil diskusi antara
lembaga pemeringkat dan pihak
yang diperingkat.

e. Sumber Daya (Resources)

Kriteria ini digunakan untuk menilai ke-
mampuan lembaga pemeringkat dalam
memberikan jasa pemeringkatan, baik
dari aspek sumber daya manusia (human
resources}, aspek sumber daya keuangan
(financial resources), maupun dukungan
pemegang saham, yang memungkinkan
lembaga pemeringkat beroperasi secara
independen dan profesional. Parameter
yveng digunakan untuk mengukur kriteria
sumber daya adalah:

1) sumber daya manusia antara lain
dinilai dari faktorfaktor sebagai
berikut: :
{a} memiliki kebijakan dan prose- |

dur yang memadai mengenai
-pengadaan, pengelolgan, dan
pengembangan sumber daya
manusia;

{b) mengungkapkan informasi terki-
ni mengenai kualifikasi dan pen-
galaman dari analis pemeringkat,
serta sektor maupun pihak-pihak
yang diperingkat oleh analis; dan

(c} melakukan koordinasi dan ko-
munikasi secara rutin dengan
pejabat pada level senior dan
’pegawai‘ pada level teknis atau
operasional dari pihak yang di-
peringkat;

2} sumber daya keuangan, antara lain
dinilai dari kemampuan dan kinerja
keuangan yang baik;

3} dukungan pemegang saham, dalam
hal ini terdapat komitmen tertulis dari
pemegang saham yang menyatakan
bahwa lembaga pemeringkat akan
beroperasi di Indonesia dalam jang-
ka panjang dan kesediaan untuk
membantu meéngatasi permasala-
han dalam hal lembaga pemeringkat
mengalami kesulitan keuangan; dan
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4) pendekatan pemeringkatan, dalam harus memiliki situs web atau region site

hal ini lembaga pemeringkat melaku- tersendiri.

kan proses pemeringkatan dengan

menggunakan metodologi  yang lll. PUBLIKASI LEMBAGA PEMERINGKAT DAN
menggabungkan pendekatan kualita- PERINGKAT YANG DIAKUI OTORITAS JASA
tif dan kuantitatif. KEUANGAN

f. Kredibilitas 1. Berdasarkan penilaian terhadap pemenuhan

Kriteria ini digunakan untuk menilai pen-
gakuan dan akseptabilitas oleh pasar
terhadap keberadaan lembaga pemer-
ingkat sebagai penyedia jasa pemering-
katan yang dapat diandalkan.
Parameter yang digunakan untuk men-
gukur kriteria kredibilitas lembaga
pemeringkat adalah:

1) memiliki izin dari Otoritas Jasa
Keuangan atau otoritas yang ber-
wenang lainnya;

2) telah menjalankan kegiatan opera-
sional paling sedikit 1 {satu) tahun;

3) telah mempublikasikan paling sedikit

~ 2 {dua) hasil pemeringkatan;

4) memiliki kebijakan dan prosedur in-
ternal untuk mencegah penyalahgu-
naan dan/atau penyebaran informasi
non-publikasi kepada pegawai atau
pihak yang tidak berwenang serta
pihak eksternal, yang dapat mem-
peroleh keuntungan atas informasi
tersebut; dan

5) memiliki rekam jejak dalam penerbi-
tan hasil pemeringkatan yang dapat
diandalkan. Pendekatan dalam meni-
lai rekam jejak antara lain dilakukan
melalui evaluasi terhadap studi ter-
jadinya default' (default study). Un-
tuk lembaga pemeringkat yang baru
berdiri, penilaian rekam jejak dilaku-
kan dengan mempertimbangkan jum-
lah dan pengalaman analis pemering-
kat yang dimiliki.

2. Media publikasi dan cakupan pengungka-
pan, dalam hal ini lembaga pemeringkat
harus memiliki situs web yang mudah un-
tuk diakses oleh publik yang memuat selu-
ruh informasi yang harus diungkapkan atau
dipublikasikan sebagaimana pada angka
1. Dalam hal situs web lembaga pemer-
ingkat merupakan bagian dari situs web
perusahaan induk, lembaga pemeringkat

kriteria sebagaimana tercantum pada angka |
i, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan lem- |

baga pemeringkat dan peringkat yang diakui

‘Otoritas Jasa Keuangan dalam suatu daftar

vang digunakan dalam pelaksanaan ketentu-
an-ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang

terkait dengan penggunaan peringkat suatu’

eksposur.

. Daftar lembaga pemeringkat dan’ peringkat

yang diakui Otoritas Jasa Keuangan seb-
agaimana pada angka 1 dipublikasikan me-
lalui situs web Otoritas Jasa Keuangan pada
www.ojk.go.id.

IV. PENGKINIAN DAFTAR LEMBAGA PEMERING-
KAT DAN PERINGKAT YANG DIAKUI
. Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengkin-

ian atas daftar lembaga pemeringkat dan per-
ingkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan
dalam hal diperlukan, berdasarkan hasil pe-
nilaian dan pemantauan terhadap pemenuhan
kriteria penilaian serta media publikasi dan
cakupan pengungkapan sebagaimana pada
butir I.B.

. Untuk keperluan pengkinian sebagaimana

pada angka 1, Otoritas Jasa Keuangan ber-
wenang meminta kepada lembaga pemer-
ingkat untuk menyampaikan laporan kinerja
keuangan tahunan yang telah diaudit. Selain
itu, Otoritas Jasa Keuangan berwenang me-
minta informasi tertulis mengenai setiap pe-
rubahan yang signifikan, antara lain mengenai
struktur organisasi atau manajemen, formasi
analis pemeringkat, prosedur dan metodologi

pemeringkatan, dan/atau informasi lain, yang

dapat mempengaruhi kemampuan lembaga

pemeringkat dalam menghasilkan peringkat

yang dapat diandalkan.

. Lembaga pemerjngkat dapat dikeluarkan dari

daftar lembaga pemeringkat yang diakui Oto-
ritas Jasa Keuangan berdasarkan:

a. hasil penilaian Otoritas Jasa Keuangan;'

dan/atau
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b. permintaan lembaga pemeringkat.

4. Lembaga pemeringkat dikeluarkan dari daf-

tar lembaga pemeringkat dan peringkat yang
diakui Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan
hasil penilaian Otoritas Jasa Keuangan seb-
agaimana pada butir 3.2 dalam hal:

- a. lembaga pemeringkat dikqtahui memberi-

kan informasi yang keliru {misleading);

b. lembaga pemeringkat dikenakan sanksi
oleh otoritas yang berwenang yvang dapat
mengganggu kelangsungan usaha lembaga
pemeringkat;

¢. lembaga pemaringkat melakukan pelangg-
aran terhadap peraturan perundang-undan-
gan yang terkait, antara lain menciptakan
pasar semu atau insider trading dan/atau
melakukan rekayasa untuk menghasilkan
peringkat yang lebih tinggi dari yang seha-
rusnya; dan/atau

d. lembaga pemeringkat tidak memenuhi kri-
teria penilaian serta publikasi dan pengung-
kapan sebagaimana pada butir I.B.

. Sebelum mengeluarkan lembaga pemeringkat

dari daftar lembaga pemeringkat yang diakui,
QOtoritas Jasa Keuangan melakukan klarifi-
kasi terhadap permasalahan yang menye-
babkan lembaga pemeringkat tersebut akan
dikeluarkan dari daftar lembaga pemeringkat
yang diakui Otoritas Jasa Keuangan. Lem-
baga pemeringkat diberikan kesempatan un-
tuk memberikan tanggapan atas permintaan
klarifikasi tersebut dalam jangka waktu yang
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

. Lembaga pemeringkat yang mengajukan per-

mintaan untuk dikeluarkan dari daftar lem-

baga pemeringkat dan peringkat yang diakui

Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana pada

butir 3.b, harus memenuhi persyaratan:

a. memastikan masa berlaku peringkat yang
diterbitkan telah habis atau memastikan
terdapat lembaga pemeringkat pengganti
untuk menerbitkan peringkat baru dalam
hal eksposur yang diperingkat belum jatuh
tempo;

b. telah menyelesaikan seluruh kewajiban ke-
pada pihak yang diperingkat sebelum keg-
iatan operasional dihentikan;

¢. menyampaikan pemberitahuan tertulis ke-
pada Otoritas Jasa Keuangan paling lam-
bat 12 (dua belas) bulan sebelum rencana
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VI.

penghentian kegiatan operasional; dan

d. mengumumkan kepada publik mengenai
rencana penghentian kegiatan operasional |
paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum peng-

hentian kegiatan operasional.

7. Lembaga pemeringkat asing yang memutus-
kan akan menghentikan kegiatan operasional-
nya di Indonesia harus memenuhi persyaratan

sebagaimana pada angka 6.

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Bank tetap harus melakukan penilaian terha-
dap eksposur yang diperingkat oleh lembaga

pemeringkat.

2. Bank sepenuhnya bertanggung jawab atas
penggunaan pemeringkatan yang diterbitkan
oleh lembaga pemeringkat yang diakui oleh

Otoritas Jasa Keuangan.

3. Permohonan dari lembaga pemeringkat untuk
dicantumkan dalam daftar lembaga pemering-
kat dan peringkat yang diakui Otoritas Jasa
Keuangan diajukan kepada Otoritas Jasa
Keuangan up. Departemen Penelitian. dan

Pengaturan Perbankan.

4. Proses penilaian dan pengkinian lembaga
pemeringkat dan peringkat yang diakui Otori-
tas Jasa Keuangan dilakukan selain berdasar-
kan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini
juga memperhatikan ketentuan terkait lainnya

mengenai lembaga pemeringkat.

KETENTUAN PENUTUP

Dengan berlakunya Surat Edaran Otoritas
Jasa Keuangan ini maka Surat Edaran Bank Indo-
nesia Nomor 13/31/DPNP tanggal 22 Desember
2011 perihal Lembaga Pemeringkat dan Pering-
kat yang Diakui Bank Indonesia, dicabut dan din-

yatakan tidak berlaku.

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa
Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetap- :

kan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 September 2016
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,
ttd
NELSON TAMPUBOLON
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